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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi 
penerimaan PBB-P2, serta untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya target 
penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil peri-
ode 2014-2018. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data primer 
dan sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Sing-
kil. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi peneriman PBB-P2 tahun 2014-2018 
masih tidak efektif. Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 tahun 2014-2018 hanya 
mencapai rentang 0-10%, secara keseluruhan masih sangat kurang berkontribusi. Faktor 
yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil, diantaranya terbatasnya jumlah 
petugas pajak, kurangnya sosialisasi baik bagi pegawai maupun masyarakatnya, serta 
kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. 

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Penda-
patan Asli Daerah 
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1. PENDAHULUAN 
Indonesia termasuk negara berkembang yang memiliki pendapatan dari 

berbagai sumber, salah satunya yaitu berasal dari pemungutan  pajak, baik pajak 
negara maupun pajak daerah, sehingga yang menjadi sumber terbesar  penda-
patan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan  pajak 
merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara, namun dalam proses  
pemungutannya tidak jarang mengalami kendala dan masalah seperti,  masalah 
minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak,  masalah 
kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan  membayar 
pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak  di negara 
kita ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan 
otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang 
sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah terse-
but mampu mengelola segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, be-
gitupun sebaliknya akan menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tersebut 
tidak mampu mengelola segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik. 

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah 
satu sumber atas penerimaan pendapatan daerah. Mengingat bahwa 
pengelolaan, pembinaan, serta pengurusan atas sumber pendapatan daerah 
agar lebih ditingkatkan serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan 
wilayah yang berada di sekitar daerah Kabupaten Aceh Singkil. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 
menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 
daerah yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah 
daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi 
daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Desentralisasi adalah delegasi 
wewenang dalam pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih 
rendah didalam suatu organisasi (Astuty, 2015, hal. 217).. 

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masuk da-
lam kategori Pajak Negara. Dimulai tahun 2010 merupakan masa transisi penga-
lihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari 
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Bersama 
Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2014 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 
Tahun 2014 Tanggal 24 Januari 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. 

Efektivitas yang dikatakan baik menurut Harahap (2001, hal. 223) “Dalam 
mekanisme penerapan anggaran maka salah satu teknis yang selalu diterapkan 
adalah analisis penyimpangan”. Analisis ini dilakukan dengan cara 
membandingkan antara anggaran dan realisasi. Bila anggaran dianggap sebagai 
standar yang sudah benar dan akurat, maka secara prinsip kita harus 
mengusahakan agar realisasi dan target harus sama dengan anggaran (target), 
artinya penyimpangan diusahakan nol atau sedikit. 

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya memiliki target dalam 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) se-
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bagai sumber pendapatan daerah, tetapi realisasinya tidak pernah mencapai tar-
get, terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
Kabupaten. 

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan 
Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014-2018 

No. Tahun 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

WP yang 

Terdaftar 

WP yang 

Membayar 

WP yang 

Tidak 

Membayar 

1 2014 1.000.000.000 195.567.987 33.255 1.420 31.835 

2 2015 1.000.000.000 214.601.698 33.334 1.171 32.163 

3 2016 750.000.000 344.416.587 34.052 1.819 32.233 

4 2017 750.000.000 261.639.581 34.598 1.968 32.680 

5 2018 3.000.000.000 350.271.449 36.971 3.354 33.617 

Dari data yang disajikan mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Singkil, 
dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan 
Kabupaten Aceh Singkil selalu berfluktuasi selama tahun 2014 sampai dengan 
2018. Dan realisasi penerimaan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 mengala-
mi kenaikan tetapi pada tahun 2017 realisasinya mengalami penurunan dan pa-
da tahun 2018 realisasinya kembali meningkat. Dengan arti lain realisasi pen-
erimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak 
pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keu-
angan Kabupaten Aceh Singkil. Secara keseluruhan dari data pajak daerah yang 
diperoleh pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, Pajak 
Bumi dan Bangungan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang tar-
getnya paling tinggi kedua diantara pajak daerah lainnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa PBB-P2 seharusnya memiliki potensi yang besar sebagai sumber pen-
erimaan pajak untuk daerah tersebut. Namun nyatanya, pencapaian realisasinya 
sangat jauh dari target yang ditetapkan, dikarenakan banyaknya wajib pajak 
yang belum membayar pajaknya. 

2. METODE 
Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan 
dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan 
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil berupa data-data jumlah target 
dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan. 
Definisi Operasional Variabel 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.  Pendapatan Asli Daerah 
adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah, yang 
dipungut berdasarkan peraturan perundangan-undangan daerah. 
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Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh 
Singkil yang beralamat di Jalan Singkil-Rimo No. 05 Telp. (0658)8001064 pada 
bulan Juli 2019 sampai dengan Oktober 2019. 
Jenis Data  
1. Data kuantitatif adalah data-data yang berwujud angka-angka tertentu, yang 

dapat dioperasikan secara matematis (Juliandi, dkk, hal 65). 
2. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi 

(pengelompokkan), yang sifatnya menunujukkan kualitas dan bukan angka 
atau nilai kuantitatif tertentu. 

Sumber Data 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Badan 
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Data sekunder merupakan data 
yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu jumlah hasil dari target dan 
realisasi penerimaan PBB-P2 serta data target dan realisasi Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Aceh Singkil. 
Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 
dan wawancara. 
Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode analisis deskriptif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 

Berikut tabel pertumbuhan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Singkil tahun 2014 sampai dengan 
tahun 2018: 

Tabel 2. Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil 

No. Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase(%) 

1 2014 1.000.000.000 195.567.987 19,56% 

2 2015 1.000.000.000 214.601.698 21,46% 

3 2016 750.000.000 344.416.587 45,92% 

4 2017 750.000.000 261.639.581 34,89% 

5 2018 3.000.000.000 350.271.449 11,68% 
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Berikut tabel nilai persentase kontribusi penerimaan pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Aceh Singkil tahun 2014 sampai 
dengan tahun 2018: 

Tabel 3. Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil 

No. Tahun 
Realisasi Pen-

erimaan PAD (Rp) 
Realisasi Penerimaan 

PBB-P2 (Rp) 
Persentase (%) 

1 2014 3.778.859.419 195.567.987 5,18% 

2 2015 4.253.695.051 214.601.698 5,05% 
3 2016 4.738.355.197 344.416.587 7,27% 
4 2017 6.919.310.656 261.639.581 3,78% 
5 2018 4.464.669.923 350.271.449 7,85% 

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya memiliki target dalam 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 
sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi realisasinya tidak pernah mencapai 
target, terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jauh dari target yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah Kabupaten. 

Tabel 4. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan 
Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014-2018 

No. Tahun 
Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

WP yang 
terdaftar 

WP yang 
membayar 

WP yang 
tidak mem-

bayar 

1 2014 1.000.000.000 195.567.987 33.255 1.420 31.835 

2 2015 1.000.000.000 214.601.698 33.334 1.171 32.163 
3 2016 750.000.000 344.416.587 34.052 1.819 32.233 
4 2017 750.000.000 261.639.581 34.598 1.968 32.680 
5 2018 3.000.000.000 350.271.449 36.971 3.354 33.617 

Pembahasan 
1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan Kabupaten Aceh Singkil 
Dari tabel perhitungan efektivitas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 

realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 804.432.013 dengan persentase 
efektivitas penerimaan sebesar 19,56%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak 
efektif. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 
978.398.302 dengan persentase efektivitas penerimaan naik menjadi sebesar 
21,46%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2016 
realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 405.583.413 dengan persentase 
efektivitas penerimaan naik menjadi sebesar 45,92%, sehingga termasuk dalam 
kriteria tidak efektif. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar 
Rp. 488.360.419 dengan persentase efektivitas penerimaan turun menjadi 
sebesar 34,89%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2018 
realisasi penerimaan tidak tercapai sebesar Rp. 2.649.728.551 dengan 
persentase efektivitas penerimaan turun menjadi sebesar 11,68%, sehingga 
termasuk dalam kriteria tidak efektif. 

Secara keseluruhan dari perhitungan efektivitas penerimaan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan 
dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dari 
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masih tidak efektif.  
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2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Singkil 
Dari tabel perhitungan kontribusi terlihat bahwa pada tahun 2014 pencapaian 

realisasi penerimaan sebesar Rp. 195.567.987 dengan persentase kontribusi 
sebesar 5,18%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. 
Pada tahun 2015 pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 214.601.698 
dengan persentase kontribusi turun menjadi sebesar 5,05%, sehingga dapat 
dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2016 pencapaian 
realisasi penerimaan sebesar Rp. 344.416.587 dengan persentase kontribusi 
naik menjadi sebesar 7,27%, sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang 
berkontribusi. Pada tahun 2017 pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 
261.639.581 dengan persentase kontribusi turun menjadi sebesar 3,78%, 
sehingga dapat dikatakan masih sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2018 
pencapaian realisasi penerimaan sebesar Rp. 350.271.449 dengan persentase 
kontribusi naik menjadi sebesar 7,85%, sehingga dapat dikatakan masih sangat 
kurang berkontribusi. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak 
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan 
Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 
masih sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan realisasi penerimaan 
pendapatan asli daerahnya. Meskipun persentase tersebut fluktuatif, akan tetapi 
dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 persentasenya hanya mencapai 
rentang 0-10%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi. 
3. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh 
Singkil 

a. Faktor Internal 
1) Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan perpajakannya.  
2) Sarana dan prasarana yang belum mendukung dalam pelaksanaan 

perpajakannya.  
3) Karena PBB baru dialihkan ke Badan Pengelolaan Keuangan pada tahun 

2014, sehingga masih dalam masa penyesuaian dan perlu adanya sosialisasi 
bagi para pegawai dalam proses pelaksanaan perpajakannya. 

b. Faktor Eksternal 
1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. 
2) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi perpajakannya. 
3) Sejak dilakukannya pengalihan PBB pada tahun 2014 banyak terdapat data 

wajib pajak yang belum sesuai, sehingga terdapat Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang (SPPT) yang tidak diketahui wajib pajaknya. 

4. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pencapaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan di kabupaten Aceh Singkil selama tahun 2014-2018 belum 
mencapai target yang telah ditetapkan.  

2. Tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan di kabupaten Aceh Singkil selama tahun 2014-
2018 kurang dari 60%, sehingga termasuk dalam kriteria tidak efektif.  

3. Persentase kontribusi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan 
perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di 
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kabupaten Aceh Singkil selama tahun 2014-2018 masih dalam rentang 0-
10%, sehingga termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.  

4. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi 
penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di 
kabupaten Aceh Singkil, diantaranya terbatasnya jumlah petugas pajak, 
kurangnya sosialisasi baik bagi pegawai maupun masyarakatnya, serta 
kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. 
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